
Mengingat 

BUPATI KLATEN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR ~~ TAHUN 2008 

TENT ANG 

RlNCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
STAF AHLI BUPATI KLATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI Kl.ATEN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten 
Klaten, perlu menyusun rlncian tugas, fungsl dan tata kerja 
Staf Ahli Bupati Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertJmbangan tersebut huruf a di atas, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupatl tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Ker.1a. Staf Ahli Bupatl Klaten; 

1. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Proplnsl Jawa 
Tengah; 

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenruxan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ I( 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernertntanan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\lomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kar terexn r 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Uncang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nonor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mula! Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 
dan 15 Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye engga'<!a" 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubnk lndor-es a 
TaJ-un 2005 Nomor 165, Tambahan LelT'baral"' ,e;a: 
Republik Indonesia Nomor 4593)· 

Menimbang 

• 

• 



Pasal 1 
::>a am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l Daerah adalah Kabupaten Klaten. 
2 Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur 

pe1ye!enggara Pemenntahan Daerah. 
3 s_:1ati ada1ah Bupati Klaten . 
.: Se<retans Daerah adalah sekretarls Daerah Kabupaten Klaten. 
5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SKPD adalah satuan 

"e1a perangkat oaeran di L1ngkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. 
6 <::: a' Ah 81...;)a: K .:it, 11 fcmg selanjutnya d.sebut Staf Ahli acatan Pejabet yang di 

tun_... o en Bu;,at untu membantu melaksanakan tugas sesuai bidang keahhannya. 

BAB II 

1\JOMENKLATUR JABATAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 
(1) ,:lr=~ · ar ... , Jabatan Star Ahli adatah : 

a. 52' Ahli Bidang Hukum dan Politik; 
b, S:2' Ahli B1dang Pemertntahan: 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Perrerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organlsasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun · 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 
Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataa1 Organisasi 
Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 11); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nornor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kel']a Pemerintah Kabupaten 
Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 17); 

MEMUTUSKAN : 

PERA--URAN BUPATI TENTANG RlNCIAN TUGAS, FU"JGSI DAN 
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KLATEN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

~1enetapkan 

• 

• 



BAB III 

RINClAN TUGAS 

Bagiali Pertama 
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 

Pasal 5 
{l)Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) 

huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah 
pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik. 

(2) Rincian tugas sebagaimana dlmaksud pada avat (1) adalah sebagai berikut: 
a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

berhubungan dengan bidang hukum dan politik; 
b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah 

pemenntahan daerah di bidang hukum dan politik; 
c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang hukum dan politik; 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya . 

Bagian Kedua 
Staf Ahli Bidang Pemerintahan 

Pasal 6 
(~ Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

hJruf b mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah 
oemerlntahan daerah di bidang pemerintahan. 

(2 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a menqrurnpun, mempelajari peraturan perundang-undangan oan kebijakan yang 

berhubunqan dcngan bidang pemerintahan; 
t -ienvcscn dan rnemberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah 

oemenntenen daerah di bidang pemertntahen; 
c -netakukan koordinasi dan konsultasl dengan SKPD di bidang pemer'ntahan; 
c -netaxsenaken tugas lain yang dlberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungslnya. 

Bagian Ketiga 
Staf Ahli Bidang Pembangunan 

Pasal 7 
Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

c S:a' Ar 81darg Ke'nasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 
e Sta; Ahh B1dang Ekonomi dan Keuangan. 

(2}Staf Ahli sebaqaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya di 
koordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Staf Ahli sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas memberl 
telaahan mengenai masalah pemerlntahan daerah bidang hukum dan politik, bldang 
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan can sumber daya 
manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan. 

Pasal 4 

Staf Ahli sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 avat (1) mempunyai fungsi penelaahan 
mengenai masatah pernerintahan daerah bidang hukum dan politik, bidang 
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya 
manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan. 

• 

• 



Pasal 10 
Di! aM ~f aksanakan tugasnya Staf Ahli wajrb menerapkan prinsip koordinasi dan 
.. c..,s~ tas oeoqan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 11 
S.c' :_ - v"taJ1b mengikuti den mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
5~:Ja:: :2, -nemberikan telaahan mengenai pemerintahan daerah di bidang rnaslne­ 
+as, ""'; :;;- :e::iat pada waktunya. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Bagian Keempat 
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

Pasal 8 
( 1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penelaahan 
mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber 
daya rnanusra. 

(2) Rmcran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a. rnenqrumpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

berhubungan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 
b. menyusun dan memberlkan telaahan kepada Bupati mengenai masalah 

pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 
c. melakukan koordlnasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang kemasyarakatan 

dan sumber daya manusia; 
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Pasal 9 
( 1) Staf Ahli Bidang Ekonorni dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah 
pernenntahan daerah di bidang ekonoml dan keuangan. 

(2) Rinc1an tugas sebagairnana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai berikut : 
a. menghimpun, rnempelajan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan; 
b. rnenyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah 

pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan; 
c. rnelekukan koordinasl dan konsultasi dengan SKPD di bidang ekonorni dan 

keuangan; 
d. melaksanakan tugas lain yang diberlkan oleh Bupatl sesuai tugas dan fungsinya. 

pernerintahan daerah di bidang pembangunan. 
(2) R1nc1ar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berlkut : 

a. msnqtnrnpun, mempelajan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
bernubungan dengan bidang pembangunan; 

b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah 
pemerintahan daerah d1 bidang pembangunan; 

c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang pembangunan; 
d, melaksanakan tugas lain yang diberlka_n oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 
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INDARWANTO 

3ER."TA DAERAH KABUPATEN Kl.ATEN TAHUN.J.~t.NOMOR.~o 

Diundangkan di Klaten 
pada tanggal a.a 1'.\i,pember ~8 

SEKRETARIS A RAH KABUPATEN KLATEN, 

SUNARNA 

• - 

Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten . 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal as November J..Do8 
BUPATI KLATEN, 

BAB VI 

PENUTUP 

BABV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 13 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknls 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut. 

Pasal 12 
Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dlkoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah. 
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